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ABSTRAK 
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Mutu Hidup  
Kabupaten Pinrang Periode 2004-2011 
 
Tika Maulidyah 
Dr. Paulus Uppun, SE,.MA 
Dr. Agussalim, SE., M.Si 
Penelitian ini di beri judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap 
Indeks Mutu Hidup Kabupaten Pinrang Periode 2004-2011”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan indeks mutu hidup 
penduduk Kabupaten Pinrang Periode 2004-2011 dan  berapa besar 
Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, social, keluarga 
berencana dan pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan indeks mutu 
hidup penduduk Kabupaten Pinrang Periode 2004-2011. Metode Analisis Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 
2004-2011 (8 tahun). Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, KB dan 
Pemberdayaan Perempuan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks 
Mutu Hidup. Secara parsial, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Berpengaruh 
Positif dan Signifikan Terhadap Indeks Mutu Hidup dan KB Pemberdayaan 
Perempuan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IMH. Sebesar 
9,74% variasi variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 
variabel IMH yang di himpun di Kabupaten Pinrang, sedangkan sisanya 2,6% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model estimasi. 
 
Kata Kunci : Indeks Mutu Hidup ( IMH), Pendidikan, Kesehatan, Sosial, KB 
dan Pemberdayaan Perempuan. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Influence on Government Spending Quality of Life Index 
Pinrang Period 2004-2011 
 
Tika Maulidyah 
Dr. . Paulus Uppun , SE , . MA 
Dr. . Agussalim , SE . , M.Si 
 
This research entitled " Effect of Government Spending Quality Of Life Index 
Pinrang Period 2004-2011 " . The purpose of this study was to determine the 
development of the quality of life of the population index Pinrang period 2004-
2011 and how much government spending in education , health , social , family 
planning and women's empowerment to the improvement of life quality index 
population Pinrang period 2004-2011 . The data analysis methods used in this 
study is the Ordinary Least Square ( OLS ) . The data used in this study is time 
series data from the years 2004-2011 ( 8 years ) . The results of this research 
indicate that the four variables of government spending on education, health , 
social , family planning and women empowerment have a significant influence on 
the Quality of Life Index . Partially , Education , Health and Social Impact Of 
Positive and Significant Quality of Life Index and KB Women's Empowerment 
and significant negative effect on the IMH . Amounted to 9.74 % of the variation 
independent variables in this study may explain the variable IMH in Pinrang 
gathered in , while the remaining 2.6 % is explained by other variables not 
entered in the model estimation  . 
 
Keywords : Quality of Life Index ( IMH ) , Education , Health , Social , KB and 
Women's Empowerment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus 
mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan 
masyarakat sangat di butuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang 
sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental 
mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. 
Kemampuan dasar penduduk tersebut di perlukan untuk memperbesar 
kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan 
kemampuan dasar dapat di lakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, 
pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal  tersebut penting karena dapat di 
reflesikan dalam kegiatan ekonomi produktif, social budaya, dan politik 
(Kartasasmita, 2006). 
Istilah kualitas hidup digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan umum 
individu dan masyarakat. Istilah ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk 
bidang pembangunan internasional , kesehatan, dan politik. Kualitas hidup tidak 
harus bingung dengan konsep standar hidup , yang terutama didasarkan pada 
pendapatan. Sebaliknya, indikator standar kualitas hidup meliputi tidak hanya 
kekayaan dan pekerjaan, tetapi juga lingkungan binaan, fisik dan kesehatan 
mental, pendidikan, rekreasi dan waktu luang, dan sosial milik (kartasasmita, 
2006). 
Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan 
sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah banyak 
kemajuan yang dicapai, namun dengan dinamika perubahan global, kualitas 
manusia Indonesia masih harus mengejar ketertinggalannya dari banyak negara 
di kawasan regional maupun internasional (Yeyen, 2012). 
Selama ini Bank Dunia menggunakan tolak ukur pendapatan per kapita 
sebagai suatu ukuran pokok dari pertumbuhan suatu negara. Dengan tolak ukur 
yang digunakan oleh Bank Dunia tersebut, posisi Indonesia berada antara urutan 
tiga puluh dan empat puluh dari bawah. Srilanka berada dibawah Indonesia. 
Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tolak ukur yang digunakan. 
UNDP menggunakan tolak ukur yang disebut HDI (Human Development Index) 
atau Indeks Pertumbuhan Manusia, yang tidak hanya menggunakan pendapatan 
per kapita sebagai indikator, tetapi juga usia harapan hidup, angka melek huruf, 
dan daya beli masyarakat. Konon, dengan komposit indikator yang terakhir ini 
bukan saja pertumbuhan yang diukur, tetapi juga pemerataan.Terlepas dari tolak 
ukur mana yang dianggap lebih memadai, yang penting ialah adanya alternatif 
untuk menilai. Yang menarik lagi dari HDI atau indeks pertumbuhan manusia 
ialah adanya kesamaan dengan IMH (indeks mutu hidup) atau dengan kata lain 
physical quality of life index (PQLI).Ada dua indikator yang sama-sama 
digunakan pada kedua indeks tersebut, yaitu usia harapan hidup dan angka 
melek huruf (Yeyen, 2012). 
Indeks mutu hidup (physical quality of life index). PQLI adalah indeks non-
ekonomi hidup yang merupakan kombinasi dari tiga indicator : Kematian bayi ( 
jumlah kematian tahunan dari bayi yang berumur di bawah satu  tahun per 1000 
yang hidup),  Harapan hidup mulai umur satu tahun, Tingkat melek huruf dalam 
persentase (Hakim, 2004). 
Indikator yang digunakan dalam menilai kemajuan pembangunan sering 
melupakan kedudukan manusia itu sendiri. Pertumbuhan dan pendapatan PDB 
perkapita terlalu di tekankan sehingga ukuran-ukuran lain sering terabaikan.  
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk 
mewujudkan manusia seutuhnya yang mencakup pembangunan manusia.  
Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas 
sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Dalam 
proses tersebut, manusia di bangun untuk menjadi maju.  Kemajuan tercermin 
dari makin tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk 
serta di milikinya nilai prestasi (Kartasasmita, 2006). 
Seiring berjalannya waktu kualitas hidup sering diidentikkan dengan 
kesejahteraan, yang akhir akhir ini makin di dengungkan. Salah satu sebabnya 
adalah munculnya kesadaran, bahwa pembangunan tidak cukup diukur 
kesuksesannya dengan membangun input yang banyak, tetapi justru yang lebih 
penting adalah output. Dan kualitas hidup merupakan salah satu tolak ukurnya 
(Yeyen, 2012).  
Kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup, antara lain meliputi : 
Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di 
masa mendatang;  Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan 
menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu 
pelayanan terutama kepada penduduk miskin dan daerah terpencil; Menekan laju 
pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga 
berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran 
penduduk antara lain melalui transmigrasi (Subri, 2003). 
Pengkajian kualitas hidup pernah dan terus dilakukan, bahkan secara 
internasional, yang dimotori oleh Organization of Economic and 
CultureDevelopment (OECD) yang berkedudukan di Paris. Untuk mengetahui 
kualitas hidup, harus diketahui terlebih dahulu indikatornya. Menurut OECD 
(1982),indikator kualitas hidup adalah pendapatan, perumahan, lingkungan, 
stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja (Faturochman, 
1990). 
 Indikator yang diajukan OECD bisa dikatakan sangat memadai, dalam arti 
sudah mencakup banyak hal sebagai cerminan kualitas hidup. Masalahnya 
adalah, indikator tersebut belum operasional. Dengan kata lain, masing-masing 
indikator diatas masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Beberapa ahli sudah 
berusaha menjabarkan indikator-indikator kualitas hidup.Morris (1979) 
mengajukan tiga indikator pokok, yaitu tingkat kematian bayi (IMR), harapan 
hidup saat usia satu tahun, dan angka melek huruf. Indikator ini juga digunakan 
oleh Biro Pusat Statistik dalam mengukur Indeks Mutu Hidup dalam usaha 
membandingkan tingkat kesejahteraan.Asumsi digunakannya tiga komponen 
indikator tersebut angka harapan hidup dan tingkat kematian bayi merupakan 
indikator aspek-aspek penting dari kemajuan sosial. Sebab keduanya menyajikan 
efek dari interaksi social (Yeyen, 2012). 
Hasil penelitian yang dikutip BPS (1987) menunjukkan bahwa tingkat 
kematian bayi mencerminkan ketersediaan sumber air bersih, keadaan 
lingkungan di dalam rumah, dan keadaan kesehatan ibu. Angka harapan hidup 
pada umur satu tahun juga dapat memberikan gambaran status gizi keluarga dan 
ciri-ciri kehidupan diluar rumah. Disamping itu angka melek huruf merupakan 
indikator penting,karena selain merupakan ukuran taraf kesejahteraan rakyat, 
juga merupakan ukuran dari keterampilan minimal yang diperlukan dalam proses 
pembangunan (Yeyen, 2012). 
Indikator melek huruf bagi sebagian daerah dan negara tidak bisa akurat 
untuk menjadi faktor pembeda. Negara dan daerah yang sudah maju pada 
umumnya tingkat melek hurufnya tinggi sekali, atau bahkan seluruh 
penduduknya sudah melek huruf. Karena alasan itulah, Williamson (1987) tidak 
menyertakan angka melek huruf sebagai suatu indikator. Sebagai gantinya ia 
memasukkan konsumsi kalori per kapita per hari dan konsumsi protein per kapita 
per hari.Sedangkan menurut Sajogyo (1984), tiga indikator saja tidak cukup, 
sehingga perlu menambah satu indikator lagi, dalam hal ini TFR (total fertility 
rate). 
Kualitas hidup merupakan konsep penting dalam bidang pembangunan 
internasional, karena memungkinkan pembangunan yang akan dianalisis pada 
ukuran yang lebih luas dibandingkan standar hidup. Dalam teori pembangunan, 
bagaimanapun, ada berbagai ide mengenai apa yang merupakan perubahan 
yang diinginkan untuk masyarakat tertentu, dan cara yang berbeda bahwa 
kualitas hidup ditentukan oleh lembaga sehingga bentuk bagaimana organisasi 
ini bekerja untuk perbaikan perusahaan secara keseluruhan (Subri, 2003). 
Sangat ideal untuk bisa memasukkan indikator dalam melihat kualitas 
hidup. Pada kenyataannya sangat sulit memasukkan berbagai indikator tersebut 
sekaligus. Faktor cakupan wilayah adalah salah satu faktor yang bisa 
menghambat realisasi hal itu. Untuk wilayah yang luas dengan penduduk yang 
banyak akan sulit mengukur indikator psikis. Sebaliknya untuk unit analisis yang 
kecil kurang memenuhi syarat untuk mengukur data-data seperti IMR dan 
TFR.Menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan seperti itu maka banyak 
ahliyang berorientasi pragmatis dengan jalan hanya mengambil sedikit indikator 
yang relevan saja. Salah satu asumsinya adalah karena tingginya korelasi antar 
indikator sehingga menggunakan sedikit indikator saja sudah cukup mewakili 
(Yusuf, 2010). 
Dari segi pendapatan, keluarga jelas lebih berperan langsung daripada 
pendapatan rata-rata per kapita. Dari segi indikator IMH, kematian bayi, ternya 
tafaktor-faktor dari dalam keluarga sangat berperan, misalnya tingkat pendidikan 
ibu. Demikian juga berbagai status gizi dan kesehatan meskipun dipengaruhi 
oleh semua sektor pembangunan ternyata pengaruhnya melalui variabel antara, 
sekali lagi, keluarga Padahal status gizi dan kesehatan erat sekali kaitannya 
dengan kuailtas hidup. pembangunan di berbagai sektor yang merata merupakan 
kunci peningkatan kualitas hidup. Tampaknya tidak ada sektor yang tidak 
berperan. Sektor-sektor tersebut kemudian harus menyentuh rumah tangga. Dari 
sanalah akan muncul hasil yang memperkuat indikator kualitas hidup 
(Yusuf,2010). 
Selain ketiga indikator AKB, AHH, AMH ternyata terdapat faktor lain yang 
dapat mempengaruhi perkembangan kualitas hidup manusia yakni dapat kita liat 
dari segi pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan, kesehatan, social, serta keluarga berencana dan pemberadayaan 
perempuan. 
Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan 
masyrakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat di penuhi 
oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang di nyatakan dalam belanja 
pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-
proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, 
peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan 
yang terbelakang. Berdasarkan dengan teori peacock dan wiserman yang di 
dasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk 
memperbesar pengeluarannya, sedangkan masyarakat tidak suka membayar 
pajak pemerintah yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah 
tersebut. Pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan 
kegiatan perekonomian suatu Negara (Yusuf,2010). 
Di samping dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
pendidikan diharapkan pula bisa menjadi sarana yang baik dalam mempengaruhi 
kebijakan pemerataan pembangunan. Makin meratanya tingkat pendidikan di 
setiap daerah dan strata social, makin memungkinkan masalah kesenjangan 
social yang ada di atasi. Masyarakat miskin yang menjadi cerdas akan dapat 
maju/berkembang jika mereka memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, 
sama dengan akses yang di miliki oleh masyarakat  yang kaya dan cerdas pula. 
Dan pada gilirannya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup 
manusia tersebut. Dengan demikian pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan dapat di imbangi dengan terjadinya perubahan struktur masyarakat 
kearah yang lebih baik, berpendidikan dan akan lebih sejahtera (Aris, 1992). 
Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan 
angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian bayi sebagai salah 
satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Anggaran dalam 
bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan 
yangbaik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. 
Anggaran dalambidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses 
masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 
gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita yang pada dasarnya ikut 
juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alimartus, 2007). 
Program-program pemerintah di negara berkembang yang pada 
umumnyalebih menekankan pembangunan pada program-program fisik karena 
dianggap lebih mudah dilihat hasilnya daripada program program yang 
membutuhkan proses panjang dalam keberhasilannya meskipun pilihan 
kebijakan itu secara tidak langsung telah mengurangi hak masyarakat terhadap 
alokasi sektor publik lainnya yang lebih mendukung pada peningkatan 
pendidikan dan kesehatan dan muaranya pada peningkatan pembangunan 
manusia. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
terutama dalam peningkatan pada akses keluar seperti mobilitas 
penduduk,sarana pemasaran, akses ke dunia/wilayah lain. Akan tetapi yang juga 
harus dipahami bahwa kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat, seperti pola konsumsi tinggi maupun 
pergeseran sistem nilai dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu, proses 
perubahan pembangunan manusia terjadi secara bersama-sama, baik peran 
pemerintah maupun masyarakat (Hadi, 2009) 
Maka, dari uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan suatu 
penelitian dengan judul “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap 
Indeks Mutu Hidup Penduduk di Kabupaten Pinrang Periode 2004 - 2011 ”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Seberapa besar pengaruh Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 
kesehatan, social, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terhadap 
peningkatan indeks mutu hidup penduduk kabupaten Pinrang Periode 2004 – 
2011? 
 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui perkembangan indeks mutu hidup penduduk Kabupaten 
Pinrang Periode 2004-2011. 
2. Untuk mengetahui berapa besar Pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan, kesehatan, social, keluarga berencana dan pemberdayaan 
perempuan terhadap peningkatan indeks mutu hidup penduduk Kabupaten 
Pinrang Periode 2004-2011. 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau 
referensi bagi pihak-pihak lain dalam menambah wawasan pengetahuan 
mengenai pengaruh pembangunan ekonomi terhadap kualitas mutu hidup 
penduduk pada kabupaten/kota di kabupaten pinrang serta sebagai bahan 
dasar/masukan yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan agar lebih 
mengutamakan kepentingan masyarkat luas (masyarkat kecil) sehingga kualitas 
hidup penduduk meningkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Konsep Teori Indeks Mutu Hidup 
Indikator adalah sesuatu yang memberikan kunci untuk  
pemahaman kompleks atau masalah yang lebih penting, bisa membuat 
jelas suatu  kecenderungan atau fenomena yang tidak segera terdeteksi. 
Dimana ukuran, perbandingan dan menganalisis indikator perkotaan 
untuk  keberlanjutan dan kualitas hidup telah menjadi penting untuk 
memahami kota perencanaan dan proses manajemen. indikator tersebut 
adalah alat penting untuk menghadapi  tantangan untuk memperbaiki 
kota-kota kita, terutama dengan mengetahui seberapa baik atau buruk 
kita hidup (Yeyen, 2012). 
Organisasi mendefinisikan kualitas hidup sebagai "persepsi individu 
posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di 
mana mereka hidup dan dalam hubungannya dengan, mereka harapan 
tujuan, standar dan keprihatinan ini. sebuah konsep luas mulai terkena 
dampak dengan cara yang kompleks dengan kesehatan fisik seseorang, 
keadaan psikologis, keyakinan pribadi, hubungan sosial dan hubungan 
mereka dengan fitur yang menonjol dari lingkungan mereka (Lincolin 
Arsyad, 1999). 
Indeks kualitas hidup adalah ukuran kesejahteraan yang lain di 
samping pendapatan nasional adalah Indeks Mutu Hidup (PQLI). PQLI 
adalah indeks non ekonomi yang merupakan kombinasi dari 3 indikator. 
Untuk mendapatkan PQLI masing – masing indeks diberi skor 1 sampai 
100, skor 1 mendapatkan kinerja paling jelek dan skor 100 mendapatkan 
kinerja terbaik (Hakim, 2004). 
PQLI adalah metode pengukuhan kesejahteraan penduduk yang 
dikenalkan oleh (Morris,1997). Metode ini mengesampingkan pendapatan 
nasional. PQLI adalah indeks non-ekonomi yang merupakan kombinasi 
dari tiga indikator: Rata-rata jumlah kematian bayi yaitu jumlah kematian 
tahunan  dari bayi yang berumur di bawah satu tahun per 1000 yang 
hidup, Rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun,  Rata-rata 
prosentase buta dan melek huruf (Faturochman, 1990). 
Kualitas Hidup Fisik Index (PQLI) merupakan upaya untuk 
mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu negara. Nilai tersebut 
adalah rata-rata tiga statistik: Tingkat melek huruf dasar, kematian bayi, 
dan harapan hidup pada usia satu, semua sama bobot pada skala 0 
hingga 100 (Yeyen, 2012). 
Istilah kualitas hidup digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan 
umum individu dan masyarakat. Istilah ini digunakan dalam berbagai 
konteks, termasuk bidang pembangunan internasional , kesehatan, dan 
politik. Kualitas hidup tidak harus bingung dengan konsep standar hidup , 
yang terutama didasarkan pada pendapatan. Sebaliknya, indikator 
standar kualitas hidup meliputi tidak hanya kekayaan dan pekerjaan, 
tetapi juga lingkungan binaan, fisik dan kesehatan mental, pendidikan, 
rekreasi dan waktu luang, dan sosial milik. Seperti halnya individu sebuah 
persepsi kesejahteraan yang berasal dari kepuasan atau ketidakpuasan 
dengan dimensi hidup yang penting bagi individu (Ferrans dan 
Wewenang,2012). 
Sementara Kualitas Hidup telah lama menjadi tujuan kebijakan 
eksplisit atau implisit, definisi yang memadai dan pengukuran telah sulit 
dipahami. Beragam "objektif" dan "subyektif" indikator di berbagai disiplin 
ilmu dan skala, dan bekerja baru pada kesejahteraan subyektif (SWB) 
survey dan psikologi kebahagiaan telah memacu minat baru.Juga sering 
istimewa adalah konsep-konsep seperti kebebasan, hak asasi manusia , 
dan kebahagiaan . Namun, karena kebahagiaan adalah subyektif dan 
sulit untuk diukur, langkah-langkah lainnya umumnya diberikan prioritas. 
Ini juga telah menunjukkan bahwa kebahagiaan, sebanyak itu dapat 
diukur, tidak berarti meningkatkan Sejalan dengan kenyamanan yang 
dihasilkan dari peningkatan pendapatan. Akibatnya, standar hidup tidak 
boleh diambil untuk menjadi ukuran kebahagiaan (Robert Costanza, 2012). 
Morris (1974;4), secara khusus mengembangkan suatu indeks 
kualitas fisik manusia atau Physical Quality Life Indeks (PQLI). PQLI 
merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga indikator yaitu angka 
kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH) dan angka melek 
huruf (AMH). Asumsi yang di gunakan dari tiga indikator tersebut adalah 
bahwa ketiga indikator tersebut sangat penting untuk mengukur kemajuan 
sosial ekonomi. Untuk masing- masing indikator, kinerja ekonomi suatu 
Negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan 
kinerja terjelek dan 100 adalah kinerja terbaik. Begitu kinerja ekonomi 
suatu Negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100 untuk masing-masing 
indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat di hitung dari rata-rata 
penilaian atas ketiga indikator, dengan memberikan bobot yang sama 
pada masing-masing indikator (Ainun, 2009). 
Sebagai contoh, indikator PQLI untuk masing-masing propinsi di 
Indonesia pada tahun 1971, 1980, dan 1990. PQLI di Indonesia 
meningkat dari 45 pada tahun 1971, menjadi 57 pada tahun 1980, dan 
naik menjadi 73 pada tahun 1990. Kendati demikian, di antara Negara-
negara ASEAN, PQLI diIndonesia  termasuk yang paling rendah. Bila di 
bandingkan antar propinsi, terdapat begitu besar variasi PQLI meskipun 
dengan tingkat yang menurun sebesar 0,1224, 0,1162, dan 0,0864 
masing-masing untuk tahun 1971, 1980 dan 1990. Namun umumnya 
PQLI mengalami peningkatan untuk masing-masing propinsi, dengan 
rata-rata kenaikan per tahun selama 1971-1990 sebesar 2,6 persen. Di 
Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara merupakan propinsi yang memiliki 
peningkatan PQLI tercepat sebesar 3,6 persen per tahun. Pada tahun 
1971, PQLI tertinggi di pegang oleh Sulawesi Utara (62). Pada tahun 
1980 dan 1990, rekor PQLI diraih oleh DKI Jakarta (72 dan 86) 
(Ainun,2009). 
Untuk mengukur PQLI, Morris menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 
PQLI  = Indeks Mutu Hidup (%) 
LE      = Angka Harapan Hidup (%) 
IMR   = Angka Kematian Bayi (%) 
LIT     = Angka Melek Huruf (%) 
Angka 229 digunakan sesuai dengan hasil penilitian morris yang 
menyatakan bahwa angka kematian bayi yang tertinggi di dunia adalah 
229 per seribu kelahiran hidup dan 7 merupakan angka kematian bayi 
terendah di dunia per seribu kelahiran hidup. Sedangkan 222 adalah jarak 
yang di ambil antara 229 dan 7 yaitu, 229 dikurangi 7 yaitu 222. Dan 
angka 38 digunakan karena merupakan angka harapan hidup terendah 
yang di laporkan selama periode pasca perang dunia II, dan berdasarkan 
hasil peniltian batas atas umur harapan hidup di seluruh dunia adalah 77 
tahun. Jadi 77 dikurangi 38 adalah 39. 
Persamaan (2.1) merupakan metode yang di gunakan dalam 
mengukur Indeks Mutu Hidup. Untuk masing-masing variabel PQLI, LE, 
IMR dan LIT secara umum dapat di rumuskan sebagai berikut: 
PQLI =  Indeks Mutu Hidup Tiap Tahun 
LE  =  Angka Harapan Hidup Tiap Tahun 
IMR =  Angka Kematian Bayi Tiap Tahun 
LIT =  Angka Melek Huruf Tiap Tahun 
Walaupun model ini mempunyai kelemahan dalam hal rentang 
waktunya namun model ini masih cukup relevan untuk digunakan dalam 
mengukur Indeks Mutu Hidup. Skala pengukuran digunakan mengikuti 
skala 0 yang merupakan indeks terendah sampai dengan 100 yang 
merupakan indeks tertinggi. Pengukuran ketiga komponen dalam indeks 
Mutu Hidup (IMH) ini menggunakan pengukuran skala nasional, dimana 
angka 44,6 adalah angka kematian bayi (AKB) tertinggi di Indonesi per 
seribu kelahiran hidup dan 8,4 merupakan angka kematian bayi (AKB) 
terendah di Indonesia per seribu kelahiran hidup. Sedangkan 36,2 adalah 
jarak yang di ambil antara 44,6 dan 8,4 yaitu 44,6 dikurangi 8,4 yaitu 36,2. 
Angka 66,0 merupakan angka harapan hidup (AHH) terendah di 
Indonesia dan 75,5 adalah angka harapan hidup (AHH) tertinggi di 
Indonesia. Sedangkan 9,5 adalah jarak yang di ambil antara 75,5 dan 
66,0 yaitu 75,5 dikurangi 66,0 yaitu 9,5. 
Secara rinci perhitungan IMH (Indeks Mutu Hidup) dapat 
menggunakan rumus morris seperti yang di gunakan pada persamaan 
(2.1) variabel yang terdapat dalam persamaan (2.2) mengalami 
penyesuaian dikarenakan penulis menggunakan data dari BPS.  
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Dimana: 
IMH  : Indeks Mutu Hidup ( Physical quality life indeks) 
AHH : Angka Harapan Hidup (Life Expection) 
AKB  : Angka Kematian Bayi (Infant mortality rate) 
AMH  : Angka Melek Huruf (Persentase angka melek huruf bagi 
penduduk berusia 10  tahun ke atas) 
 Pada pengukuran di atas ketiga komponen tersebut menggunakan 
pengukuran skala yang berasal dari data BPS kabupaten Pinrang di 
mana 39 adalah angka tertinggi kematian bayi pada kabupaten Pinrang 
per seribu kelahiran hidup dan 28 adalah angka terendah kematian bayi 
di kabupaten Pinrang per seribu kelahiran hidup. Sedangkan, 11 adalah 
jarak yang di ambil antara 39 dan 28, yaitu 39 dikurangi 28 adalah 11. 
69,1 merupakan angka terendah harapan hidup di kabupaten pinrang 
sedangkan 72,2 adalah angka harapan hidup tertinggi di kabupaten 
Pinrang. Sedangkan, 3,1 adalah jarak yang di ambil antara 72,2 dan 69,1, 
yaitu 72,2 dikurangi 69,1 adalah 3,1. 
Sekarang kita akan membahas pula indikator-indikator yang 
mempengaruhi Kualitas Mutu Hidup tersebut. 
1. Angka Kematian Bayi (AKB) 
Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi  lahir sampai bayi 
belum berusia  tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan 
kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi 
ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen 
atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian 
bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya 
disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang 
diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama 
kehamilan (Wiguna, 2012). 
Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah 
kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia 
satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan 
pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi  merupakan salah satu 
indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu 
negara dan juga derajat kesehatan suatu daerah atau wilayah dalam 
suatu Negara (Wiguna, 2012). 
2. Angka Harapan Hidup (AHH) 
Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun 
hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil 
mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas 
yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup Saat 
Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru 
lahir pada suatu tahun tertentu.  
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada 
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka 
Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan 
program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk 
kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program 
pemberantasan kemiskinan (Khotimah,2012). 
3. Angka Melek Huruf (AMH) 
Angka melek huruf di anggap komponen yang penting dalam 
pembentukan IMH. Pengertian penduduk yang melek huruf adalah 
persentase penduduk yang berumur 10 tahun keatas bisa membaca dan 
menulis huruf latin. Tidak menutupi kemungkinan ada instansi lain yang 
menggunakan konsep yang berbeda. Oleh karena konsep yang tidak 
sama, maka wajar apabila data tentang melek huruf muncul di dalam IMH 
tidak sama dengan dengan data yang dikumpulkan oleh instansi lain 
dengan konsep yang berbeda (Sachrani,2009). 
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan Kaitannya Dengan 
Indeks  Mutu Hidup 
Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya 
manusia.Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama 
dalam lingkaran setan kemiskinan.Salah satu cara untuk mengatasinya 
adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan 
masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh 
pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan 
Tahun.Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat 
bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang 
besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 
1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 
20 persen dari total anggaran (Widodo, 2011). 
Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi 
kemajuan suatu negara, dimana terdapat masayarakat yang sejahtera 
karena kualitas mutu hidup yang meningkat. Suatu Negara dikatakan 
maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga 
mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini 
sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 
90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia 
(human centereddevelopment). Secara konsep, pembangunan manusia 
adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk 
mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui 
peningkatan kapasitas dasar (Widodo, 2011). 
Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya 
meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan 
derajat kesehatan. Dengan demikian sekurangnya ada dua sector yang perlu 
diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas 
kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan 
kesehatan.Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran 
pemerintah di sektor pendidikan dankesehatan. Dengan meningkatnya 
alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan 
meningkatkan pula produktivitas penduduk (Priyo, 2009). 
Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap 
perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan 
ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi 
pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, 
kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, 
investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan 
investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut 
pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, 
utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya 
peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb (Kartasasmita, 2006).. 
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak 
disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar 
pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar 
pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan 
jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan 
masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini 
mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang 
harus dibayar masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya 
perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan 
negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. 
Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran 
dari negara tersebut (Sukirno, 2000). 
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan Kaitannya 
Dengan Indeks Mutu Hidup 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, 
oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang 
dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada 
dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk 
mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society).  
Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki 
keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu,tingkat 
kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena 
kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang 
hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian 
utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah 
harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) 
dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata,memadai, 
terjangkau, dan berkualitas (widodo, 2011). 
Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan 
memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 
lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal 
yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan 
pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan 
kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan 
bertambahnya kesempatan kerja.Telah banyak penelitian yang dilakukan 
yang terkait dengan pentingnya pembangunan manusia sebagai salah 
satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pengalokasian dana pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan 
(Johana, 2011). 
Pasar pada hakekatnya adalah wahana untuk mengekspresi-
kankebebasan individu, untuk mencari keuntungan individual.Oleh karena 
itu, aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat kolektif publik dan atau 
aktivitastidak bermotif keuntungan tidak bisa diselenggarakan oleh pasar. 
Karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan ketiga 
peran pemerintah sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran 
stabilitasi, maka kewajiban publik di bidang pendidikan dan kesehatan 
yang tidak disentuh oleh pasar, menjadi kewajiban pemerintah untuk 
menyediakannya (Jhigan, 2004). 
Ada 6 prinsip umum yang dapat membantu memberikan dasar yang 
rasional dan konsistem dalam belanja pemerintah: Kesejahteraan 
masyarakat menjadi kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran; 
Pengeluaran untuk penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan lebih 
diutamakan daripada pengeluaran untuk kenyamanan; Kepentingan 
mayoritas harus lebih diutamakan daripada kepentingan minoritas; 
Pengorbanan dan kerugian individu dapat dilakukan untuk 
menyelamatkan pengorbanan dan kerugian publik, atau penghindaran 
pengorbanan dan kerugian besar; Siapapun yang menerima manfaat 
harus menanggung biayanya, dan Mengutamakan pengadaan sesuatu 
yang dibutuhkan dalam hal umat membutuhkan sesuatu tersebut sebagai 
syarat melaksanakan kewajiban (Umer Chapra, 2000). 
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah di bidang Sosial Kaitannya Dengan 
Peningkatan Indeks Mutu Hidup 
Bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi 
adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. 
Sedangkan bagi pemerintah dampak positif yang pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Dampak positif dari aspek sosial bagi 
masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan listrik dan sarana 
lainnya. Kemudian bagi pemerintah dampak negatif dari aspek sosial dari 
perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan 
kesehatan masyarakat.  
Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan 
gaya hidup, budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya. Sehingga 
dengan adanya pengeluaran pemerintah di bidang social bisa 
meningkatakan taraf hidup masyarakat (Zaky, 2013). 
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah di bidang KB dan Pemberdayaan 
Perempuan kaitannya dengan Indeks Mutu Hidup 
Selain pendewasaan usia perkawinan pertama cara lain yang di 
gunakan untuk menjarangkan kelahiran adalah dengan mensukseskan 
program KB. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan 
kesejateraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan 
sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini 
bisa di tempuh antara lain dengan pemakaian alat/cara KB. 
Di harapkan dengan adanya pengeluaran pemerintah pada bidang 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan 
kesadaran masyarkat pentingnya KB untuk meningkatkan taraf hidup 
masyrakat dengan adanya pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. 
2.2 Studi Empiris 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa penelitian tersebut yaitu :  
(Sukmawati, 2010) Penelitian tentang kualitas mutu hidup manusia 
telah banyak di lakukan oleh para peneliti. Peneliti melakukan penilitian 
mengenai indeks kualitas hidup di kota Makassar dengan menggunakan 
analaisis indeks mutu hidup ( IMH) menunjukkan bahwa kulitas mutu 
hidup kota Makassar selama kurun waktu tahun 1994-2008 terus 
mengalami peningkatan. Di buktikan pada tahun 1994 yaitu sebesar 
63,42 dan naik sebesar 79,26 pada tahun 2008. Naiknya indeks mutu 
hidup ini disebabkan karena indikator yang mempengaruhinya, baik itu 
angka kematian bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH) dan angka 
melek huruf (AMH) mengalami perubahan yang lebih baik selama kurun 
waktu 1998-2008. Hasil estimasi indeks mutu hidup menunjukkan bahwa 
pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan dan pendidikan serta angka beban ketergantungan adalah 
nyata dan signifikan. Pendapatan per kapita yang meningkat akan 
menyebabkan indeks mutu hidup juga mengalami peningkatan. Dari hasil 
estimasi menunjukkan setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 
1% maka akan meningkatkan Indeks Mutu Hidup sbesar 12,05790%. 
(Syahrul, 2007) Hasil esitimasi yang di lakukan para peniliti lain pada 
tahun 2007 menunjukkan hasil dimana pengukuran indeks kualitas mutu 
hidup di kota Makassar hubungannya dengan per kapita di mana hasilnya 
11,056 % di banding pada tahun 2010 hasilnya 12,05790% ini berarti 
pada tahun 2007 ke 2010 indeks mutu hidup di kota Makassar mengalami 
peningkatan. 
(Adisasmita, 2004) memaparkan dalam peniltiannya bahwa ada 
berbagai alasan yang mendasari terjadinya kenaikan pengeluaran 
pemerintah di kota Makassar. Salah satu di antaranya, yaitu pemerintah 
di tuntut untuk mempertinggi mutu pelayanan pokok/umum yang harus di 
berikan kepada masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan yang harus di 
lakukan berarti meningkatnya anggaran program dan administrasi. Hal ini 
dilakukan agar mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat. 
Sedangkan dalam penilitian tahun 2010 mempaparkan pengeluaran 
pemerintah di bidang kesehatan sebesar 15 meningkatankan indeks mutu 
hidup sebesar 4, 22%. Dan pada pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan 1% akan menurunkan indeks mutu hidup sebanyak -5,5505%. 
(Ainun, 2009) hasil pengukuran indeks kualitas mutu hidup penduduk 
kota Makassar tahun 1997-2007 terus mengalami peningkatan. 
Dibuktikan pada 1997 yatitu sebesar 74,35 dan naik menjadi 79,42 pada 
tahun 2007. Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 
meningkat sebesar Rp 1 triliun akan meningkatkan kualitas mutu hidup 
sebesar 1.90E-13%. DAN Pada pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan menujukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di 
bidang kesehatan sebesar Rp 1triliun akan menurunkan kualitas mutu 
hidup sebesar -1.60E-12%. 
(Syamsuddin, 1997) dikemukakan bahwa setiap kenaikan hidup 
penduduk Sulawesi Selatan selama kurun waktu tahun1990-1998 terus 
mengalami peningkatan. Pada tahun 1990 IMH penduduk Sulawesi 
Selatan sebesar 68 dan tahun 1998 sebesar 77. Hal ini dikarenakan 
dengan meningkatnya kualitas mutu hidup dari tahun ke tahun.  
(Bilal Wahid, 2012) memperlihatkan pengeluaran pemerintah pada 
bidang pendidikan memililiki pengaruh positif dan signifikan begitupan di 
bidang kesehatan terhadap  IPM. Dimana pengeluaran pemerintah 
bidang pendidikan memiliki pengaruh positif sebesar 3.204E-11 yang 
artinya jika penegluaran pemerintah bertambah sebesar 1 rupiah maka 
akan menambah IPM pada tahun berikutnya sebesar 3,20 persen 
dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 M dengan tidak 
memperlihatkan variabel lainnya. 
2.3 Kerangka Konseptional 
Gambar 2.1  Kerangka Pikir 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar 2.1 di jelaskan bahwa Indeks Mutu Hidup Diperoleh 
berdasarkan 3 indikator yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka 
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Harapan Hidup (AHH) dan Angka Melek Huruf (AMH), yang akan 
dipengaruhi dengan Pengeluaran pemerintah dimana pada peraturan 
pemerintah nomor 38 tahun 2007 yang terdiri dari 31 bidang urusan 
pemerintah ada beberapa dari bidang merupakan bagian dari Indeks 
Mutu Hidup antara lain: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang 
keluaraga berencana dan pemberdayaan perempuan, maupun bidang 
social.  
Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan membuat 
masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik 
(paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, 
diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di 
masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana 
untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa 
akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati 
tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu 
tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 
Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan masyarakat akan sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri, 
karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitanyang erat dengan 
kemiskinan.  
Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat 
kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama 
kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka 
kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai 
penyelenggara pelayanan publik.  Pemerintah harus dapat menjamin hak 
masyarakat untuk sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan 
kesehatan secara adil, merata,memadai, terjangkau, dan berkualitas. 
2.4 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, Permasalahan yang ada di arahkan untuk 
merujuk pada dugaan :  
1. Di duga bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas mutu hidup. 
2. Di duga bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas mutu hidup. 
3. Di duga bahwa pengeluaran pemerintah bidang sosial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas mutu hidup. 
4. Di duga bahwa pengeluaran pemerintah bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas mutu hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3. 1 Jenis dan Sumber Data  
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 
Makassar, Kabupaten Pinrang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang 
yang terdiri dari data seperti angka kematian bayi (AKB), angka harapan 
hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), jumlah sarana dan sumber daya 
kesehatan, keadaan gizi bayi, angka partisipasi sekolah (APS), sarana 
dan sumber daya pendidikan, belanja pemerintah bidang pendidikan, 
bidang kesehatan, bidang social, bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan. 
3.2  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Metode Dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara mempelajari literatur-literatur dan penerbitan seperti jurnal, 
dokumen, buku, karya ilmiah, artikel, majalah dan internet yang 
berhubungan dan mendukung penelitian ini. 
3.3    Model Analisis 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap indeks mutu hidup, di pergunakan metode analisis 
regresi linear berganda, adapun rumus yang di gunakan yaitu : 
IMH = F ( Pengeluaran pemerintah di bidang  pendidikan, 
kesehatan, sosial, keluarga berencana dan  pemberdayaan 
perempuan) atau:… 
Y=F(X1,X2,X3,X4,)…………….…………………………….(3.1) 
Kemudian persamaan 3.1 diestimasi kedalam persamaan regresi 
linear berganda: 
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+…………….……….……..(3.2) 
Dimana : 
Y    =     IMH Kabupaten Pinrang (%) 
X1   =     Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rp) 
X2    =     Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Rp) 
X3   =     Pengeluaran pemerintah bidang sosial (Rp) 
X4   =    Pengeluaran pemerintah bidang keluarga berencan 
dan pemberdayaan perempuan (Rp) 
                    β1β2 =  Koefisien estimasi 
Dari Persamaan diatas akan diestimasi dengan menggunakan 
metode Ordinary Least Square (OLS) atau biasa disebut dengan metode 
kuadrat terkecil biasa. Pengujian Statistik dilakukan dengan melihat Uji-t 
dan Uji-F. 
3.4   Uji Kesesuaian 
Persamaan 3.2 merupakan model regresi linear berganda yang 
mengandung variable terikat IMH Untuk menganalisis bagaimana dan 
seberapa besar pengaruh variable varabel tersebut selama periode 
penelitian, maka di cari nilai- nilai sebagai berikut : 
a. Mencari nilai koefisien determinasi R2, , untuk melihat 
seberapa besar pengaruh yang di timbulkan oleh variable 
bebas ( X1 dan X2) terhadap varabel terikat (Y). 
b. Uji test ( T test ) untuk mengetahui validnya model regresi 
berganda yang ada, maka di gunakan uji F pada tingkat 
signifikan tertentu.  
3.5 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas di perlukan untuk mengetahui ada tidaknya 
variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen 
lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu 
model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara 
suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain.  
Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat di lihat dari 
beberapa hal, yaitu jika Variance inflation factor (VIF) tidak lebih dari 10 
dan jika Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat di katakana 
terbebas dari multikolinearitas (Agung, 2007). 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model 
regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan 
variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan 
yang lain sehingga dapat di katakan model tersebut homokesdatisitas dan 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Cara memprediksi ada tidaknya homokesdatisitas pada suatu 
model dapat di lihat dari pola gambar scatterplot model tersebut, 
analisisnya dapat dilihat jika: titik-titik data menyebar di atas dan di bawah 
atau di sekitar angka 0; titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau 
di bawah saja; penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 
bergelembung melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan 
penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola (Agung, 2007). 
3. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi, variabel dependen, variabel independen ataupun 
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, jika tidak normal, maka 
uji statistic menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil. 
Model regresi yang baik adalah distibusi data normal atau mendekati 
normal. Untuk menguji normalitas data ini menggunakan metode analisis 
grafik dan melihat norma probability plot. 
4. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall dan William R. 
buckland. Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang 
di susun menurut aturan waktu. Autokorelasi umumnya terjadi pada data 
time series. Hal ini karena observasi pada data time series mengikuti 
urutan ilmiah antar waktu sehingga observasi secara berturut-turut 
mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu diantara 
observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti 
hari, minggu, atau bulan (Gujarti, 2003). 
Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel penganggu (et) pada 
periode tertentu dengan variabel penganggu periode sebelumnya (et-1). 
Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin 
Watson. 
3.6 Uji Statistik 
1. Uji Koefisien Determinasi (R-square) 
Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika di terapkan 
dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model 
digunakan koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi merupakan 
angka yang memberikan proporsi atay persentase variasi total dalam 
variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 
2003). 
2.  Uji F (F”tes) 
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini 
digunakan hipotesis sebagai berikut: 
a) Ho diterima (F-hitung < F-tabel) artinya variabel independen 
secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap 
variabel dependen. 
b) Ha diterima ( F-hitung > F-tabel) artinya variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel 
dependen. 
3. Uji T (T”tes) 
Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi 
signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap 
variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai 
berikut: 
a) Ho diterima (F-statistik < F-tabel) artinya variabel independen 
secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 
dependen. 
b) Ha diterima ( F-statistik > F-tabel) artinya variabel independen 
secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 
3.7  Definisi Operasional Variabel 
       Definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut: 
1. Indeks Mutu Hidup ( IMH) merupakan indeks yang memberikan 
gambaran tentang taraf kesejateraan hidup penduduk. IMH 
bergerak dalam interval 0-100. Jika nilai IMH semakin mendekati 
100, maka kualitas hidup semakin membaik. 
2. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan angka saat lahir adalah 
rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir 
pada suatu tahun tertentu. 
3. Angka Kematian bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukan 
jumlah kematian bayi dalam setiap 1000 kelahiran hidup di Kab. 
Pinrang. 
4. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk yang 
berumur 10 tahun keatas bisa membaca dan menulis huruf latin. 
5. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan merupakan 
permintaan masyarkat dengan penyediaan sarana dan prasarana 
yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Semakin besar 
jumlah pengeluaran pemerintah tersebut maka semakin besar 
pula dana untuk pembangunan fasilitas yang mendukung dan di 
ukur dalam satuan rupiah. 
6. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berperan untuk 
meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang 
mengacu pada pertumbuhan ekonomi di bidang kesehatan, 
peningkatan kesejahteraan dengan menyadarkan masyarakat 
pentingnya hidup sehat dan diukur dalam satuan rupiah. 
7. Pengeluaran pemerintah di bidang social ditinjau dari aspek 
ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan 
pendapatannya dan sarana prasana yang mendukung. Di ukur 
dalam satuan rupiah. 
8. Pengeluaran Pemerintah di bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan adalah untuk menjarangkan kelahiran. 
Hal ini berdampak positif untuk mewujudkan keluarga kecil 
bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak 
kelahiran dan di ukur dalam satuan rupiah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
 
 Kabupaten Pinrang sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi 
Selatan yang berbatasan dengan propinsi lain, yakni Sulawesi Barat. 
Sebelah utara Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Kabupaten Tana 
Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan 
Sindereng Rappang, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare. 
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan selat 
Makassar. Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak anatra 3o19’ 
dan 4o10’ Lintang Selatan dan antara 119 o26’ dan 119 o47’ Bujur Timur. 
Luas wilayah kabupaten Pinrang 1961,77 km2 atau 3,14 persen dari luas 
wilayah Sulawesi Selatan. 
Kabupaten Pinrang terdiri dari daerah pantai, dataran dan 
pengunungan. Daerah pantai terdapat di 22 desa/kelurahan di bagian 
barat, berbatasan dengan selat Makassar, yang berada di kecamatan 
Lembang, Duampanua, Cempa, Mattiro Sompe, Lanrisang, dan Suppa. 
Daerah penggunangan terdapat di 19 desa/keluarahan di bagian uatara, 
yang berada di kecamatan Lembang, Batulappa, dan Duampanua. 
Sedangkan 63 desa/keluarahan merupakan daerah dataran. 
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 2011 berdasarkan proyeksi 
sementara dari SP 2010 adalah 354.652 jiwa. Dengan kepadatan 181 
jiwa/km. rasio jenis kelamin (sex ratio) 94.22 yang berarti bahwa pada 
setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 94 orang penduduk laki-
laki. 
Pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Pinrang telah 
menggunakan dana sebesar 678 miliyar rupiah untuk membiayai 
pembangunan. Sementara itu pendapatn daerah sebesar 716 milyar 
rupiah. Artinya pada tahun 2011 pemerintah mengalami surplus. Dari 
tahun ke tahun APBD Kabupaten Pinrang masih tergantung dari Dana 
Alokasi Umum (DAU) yang mana kontribusinya cukup besar terhadap 
APBD. Tahun 2011 kontribusi DAU terhadap total pendapatan daerah 
adalah 58,66 persen, menurun dari tahun sebelumnya, 61,37 persen 
pada tahun 2010 dan 71,32 pada tahun 2009.  
Program Pembangunan untuk kemajuan suatu bangsa meliputi 
pembangunan di beberapa aspek. Ada satu sisi penting untuk 
diperhatikan yang merupakan indikator bagi taraf kehidupan suatu 
masyarakat. Yakni Kualitas Mutu Hidup. Kualitas Mutu Hidup ini di ukur 
dengan suatu Indeks Mutu Hidup yang merupakan gabungan dari 
beberapa indikator. Yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup 
dan Angka Melek Huruf.  
Ketiga komponen ini masing-masing menunjukkan adanya 
peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan begitu Perkembangan IMH dari 
tahun ke tahun terus meningkat, sedikit demi sedikit. Dengan 
meningkatnya IMH ini berarti bahwa secara perlahan Pembangunan di 
Kabupaten Pinrang memberikan hasil peningkatan kehidupan 
masyarakat. Masyarakat Pinrang menuju kearah kehidupan lebih baik. 
 
 
4.2  Analisis Komposit  Indeks Mutu Hidup 
4.2.1  Analisis Indeks Mutu Hidup (IMH) 
Indeks komposit merupakan indeks rata-rata dari beberapa indeks. 
Indeks Mutu Hidup merupakan salah satu indeks komposit yang terdiri 
dari tiga indikator yaitu Angka Kematian Bayi yang dimana angka tersebut 
menunjukkan jumlah kematian bayi dalam setiap 1000 kelahiran hidup 
penduduk, Angka Harapan Hidup merupakan angka yang menunjukkan 
rata-rata umur yang bisa di capai dan Angka Melek Huruf merupakan 
angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berumur 10 tahun 
keatas dan bisa menulis serta membaca. Dimana ketiga indikator tersebut 
sangat berpengaruh untuk mengukur kesejahteraan penduduk.  
Undang undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan 
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera telah menetapkan 
arah kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembangunan bidang 
kependudukan. Salah satu arah kebijakan yang di maksud adalah 
menyangkut Kualitas hidup penduduk. Dalam hal ini terutama berkaitan 
pula selain dengan ketiga indikator yaitu AKB, AHH dan AMH, juga 
memiliki ikatan dengan jumlah penduduk, struktur dan komposisi 
penduduk serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. 
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan kebijaksanaan 
itu diantaranya adalah penurunan angka kematian, pengaturan kelahiran 
dan pengerahan mobilitas penduduk yang semakin di sesuaikan dengan 
daya dukung dan daya tamping lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial dan ekonomi. 
Jumlah penduduk kabupaten Pinrang dapat kita ambil contoh 
selama kurun waktu 2004-2011 terus mengalami perubahan dari tahun ke 
tahun, yaitu pada tahun 2004 penduduk kabupaten Pinrang sebanyak 
334.800 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan pada 
tahun 2011 sebanyak 354.652 jiwa. 
Adanya perubahan jumlah penduduk tersebut disebabkan karena 
meningkatnya pendapatan masyarakat. Naiknya pendapatan masyarakat 
ini dapat menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menyediakan 
makanan yang lebih bergizi menjadi lebih baik sehingga keadaan gizi 
masyarakat juga ikut meningkat yang menyebabkan kesehatan 
masyarakat meningkat pula. 
Indeks Mutu Hidup merupakan indeks tunggal yang memberikan 
gambaran tentang taraf kesejahteraan fisik penduduk. IMH dapat di 
tafsirkan secara linear, artinya semakin besar nilai IMH maka kualitas 
hidup penduduk semakin baik, dan sebaliknya. IMH bergerak dari interval 
0-100. Jika IMH semakin mendekati nilai 100 maka kualitas penduduk 
akan semakin baik.  
Sebagai contoh, indikator PQLI untuk masing-masing propinsi di 
Indonesia pada tahun 1971, 1980, dan 1990. PQLI di Indonesia 
meningkat dari 45 pada tahun 1971, menjadi 57 pada tahun 1980, dan 
naik menjadi 73 pada tahun 1990. Kendati demikian, di antara Negara-
negara ASEAN, PQLI diIndonesia  termasuk yang paling rendah. Bila di 
bandingkan antar propinsi, terdapat begitu besar variasi PQLI meskipun 
dengan tingkat yang menurun sebesar 0,1224, 0,1162, dan 0,0864 
masing-masing untuk tahun 1971, 1980 dan 1990. Namun umumnya 
PQLI mengalami peningkatan untuk masing-masing propinsi, dengan 
rata-rata kenaikan per tahun selama 1971-1990 sebesar 2,6 persen. Di 
Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara merupakan propinsi yang memiliki 
peningkatan PQLI tercepat sebesar 3,6 persen per tahun. Pada tahun 
1971, PQLI tertinggi di pegang oleh Sulawesi Utara (62). Pada tahun 
1980 dan 1990, rekor PQLI diraih oleh DKI Jakarta (72 dan 86). 
Indeks Mutu Hidup merupakan indeks yang memberikan gambaran 
tentang taraf kesejahteraan hidup penduduk yang bergerak dalam interval 
0-100 yang dimana, jika nilai IMH semakin mendekati 100, maka kualitas 
hidup penduduk tersebut semakin baik. 
Tabel  4.1 Indeks Mutu Hidup Kabupaten Pinrang 2004-2011  
TAHUN  
ANGKA 
KEMATIAN BAYI 
ANGKA 
HARAPAN 
 HIDUP (%) 
ANGKA MELEK  
HURUF (%) 
INDEKS 
MUTU HIDUP 
(%) 
2004 34 Orang 69,1 88,4   55,36  
2005 36 Orang 70,6 89,1  54,91 
2006 39 Orang 70,7 89,1  46,90 
2007 37 Orang 71,2 89,1  58,34 
2008 30 Orang 71,3 89,1  80,62 
2009 28 Orang 71,7 89,7  91,19 
2010 31 Orang 72,06 89,9  86,03 
2011 32 Orang 72,2 91,4  81,98 
 Sumber : Data Sekunder diolah 
Berdasarkan nilai interval keadaan Indeks Mutu Hidup Kabupaten 
Pinrang periode 2004-2011 pada tabel di atas semakin meningkat. Dapat 
di lihat nilai interval dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 
signifikan. Keadaan Indeks Mutu Hidup kabupaten Pinrang pada tahun 
2004 berada pada interval 55,36. Dengan demikian keadaan IMH ini 
adalah baik. IMH ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2005, 
dimana pada tahun 2005 IMH berada pada interval 54.91 yang mana 
pada artinya bahwa IMH tahun 2005 adalah baik.  
Tahun 2006 keadaan IMH berada pada interval 46,90, tahun 2007 
IMH berada pada interval 58,34 nilai interval semakin meningkat. Tahun 
2008 IMH berada pada interval 80.62, tahun 2009 IMH berada pada 
interval 91.19. Dan pada tahun 2010 IMH menurun pada interval 86,03 
dan semakin menurun dengan interval 81,98 pada tahun 2011 yang 
artinya IMH pada kabupaten Pinrang semakin membaik dengan 
pengukuran interval yang dilihat dari angka 0-100. Dimana yang 
mendekati angka 100 merupakan angka interval yang terbaik. 
Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup 
tersebut, terlihat bahwa perkembangan IMH di Kabupaten Pinrang secara 
keseluruhan mengalami peningkatan. Meningkatnya Indeks Mutu Hidup 
ini disebabkan karena indikator yang mempengaruhi IMH, baik itu Angka 
kematian bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH) dan angka melek huruf 
(AMH) yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun.  
Penurunan yang terjadi seperti pada tahun 2009 dan 2011 
disebabkan karena keadaan ekonomi yang tidak stabil di Indonesia 
sehingga masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami kesulitan dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar minimumnya. 
4.2.2 Analisis Angka Kematian Bayi (AKB)  
Angka kematian bayi dan angka harapan hidup merupakan salah 
satu indikator kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. 
Pada tabel 4.1 menujukkan angka kematian bayi dari tahun 2004-2011 
terus mengalami perubahan. Dibuktikan pada tahun 2004 angka kematian 
bayi di Kabupaten Pinrang sebesar 34 orang dan pada tahun 2009 
sebesar 28 orang. Adanya penurunan jumlah kematian bayi ini 
disebabkan kualitas kesehatan masyarakat semakin membaik terutama 
pada ibu hamil dan perbaikan fasilitas kesehatan yang menunjang 
kelahiran. Adanya kenaikan kembali sebesar 5 poin pada tahun 2011 
sehingga jumlah kematian bayi pada tahun itu sebesar 33 orang. 
Tabel 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pinrang Tahun 2004-2011 
Tahun Angka Kematian Bayi 
(AKB) 
2004 34 Orang 
2005 36 Orang 
2006 39 Orang 
2007 37 Orang 
2008 30 Orang 
2009 28 Orang 
2010 31 Orang 
2011 33 Orang 
Sumber: BPS Makassar dan Dinas Kesehatan Pinrang 
Sementara jumlah sarana kesehatan Kabupaten pinrang mengalami 
peningkatan yaitu pada tahun 2003 sebesar 2,2 dan pada tahun 2009 
sebesar 2,3 dari per 10.000 penduduk yang mencakup Sulawesi Selatan. 
Secara umum turunnya angka kematian bayi di kabupaten pinrang 
merupakan salah satu indikasi telah terjadi peningkatan derajat 
kesehatan masyarkat dan keberhasilan pembangunan di bidang 
kesehatan dan anjuran hidup sehat telah direspon positif oleh 
masyarakat. 
 
 
4.2.3  Analisis Angka Harapan Hidup (AHH) 
Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan salah satu indikator penting 
untuk mengukur status kesehatan dan kesegaran jasmani. Untuk 
menggambarkan status gizi penduduk biasanya menggunakan digunakan 
indikator keadaan gizi penduduk kelompok umur di bawah lima tahun, 
wanita hamil dan ibu menyusui. Dan kesehatan, seperti rumah sakit dan 
puskesmas beserta fasilitasnya maupun pada sumber daya manusianya. 
Selain angka kematian bayi, angka harapan hidup juga merupakan 
salah satu indikasi adanya keberhasilan pembangunan di bidang 
kesehatan. Pada tabel 4.3 nampak bahwa angka harapan hidup (AHH) 
mengalami peningkatan selama kurun waktu 2004-2011, yaitu sebesar 
69,1 di tahun 2004 kemudian naik pada tahun 2011 sebesar 72,2 atau 
dengan kata lain mengalami peningkatan jarak 3,1 persen pada 7 tahun 
berikutnya. 
Meningkatnya angka kematian bayi dan angka harapan hidup ini di 
karenakan meningkatnya status gizi masyarakat. Selain itu, fasilitas 
maupun sumber daya/tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan 
tersebut.  
Adanya peningkatan gizi juga dapat dilihat dari indeks kesehatan di 
kabupaten Pinrang yang pada tahun 2004-2011 terus mengalami 
peningkatan. Dimana pada tahun 2004 indeks kesehatan masyrakat di 
kabupaten Pinrang sebesar 75,71, dan meningkat pada tahun 2011 
sebesar 78,80. Dengan meningkatnya indeks kesehatan di kabupaten 
Pinrang disebabkan juga karena meningkatnya pendapatan masyrakat. 
Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk 
menyediakan makan yang bergizi akan semakin besar. Selain itu, 
berkaitan juga dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang 
lebih memadai untuk menunjang perbaikan mutu kesehatan masyarakat.  
Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pinrang Tahun 2004-2011 
Tahun Angka Harapan Hidup (%) 
2004 69,1 
2005 70,6 
2006 70,7 
2007 71,2 
2008 71,3 
2009 71,7 
2010 72,06 
2011 72,2 
                                Sumber : BPS Makassar 
4.2.4  Angka Melek Huruf (AMH) 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu 
daerah dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan 
dan keterampilan manusia atau penduduk. Kualitas sumber daya 
manusia sangat bergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya 
pendidikan tercermin dalam pembukaan UUD 1945, dimana pendidikan 
merupakan hak setiap warga Negara dan dimaksudkan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dengan demikian program pendidikan mempunyai peranan atau 
andil yang sangat besar terhadap kemanjuan daerah. Keberhasilan di 
bidang pendidikan ini merupakan salah satu indikator meningkatnya 
kesejateraan masyarakat. Berikut ini disajikan secara umum keadaan 
pendidikan di kabupaten Pinrang pada tahun 2004-2011 dari beberapa 
aspek dan merupakan salah satu tolak ukur Indeks Mutu Hidup yaitu 
Angka Melek Huruf (AMH) dan ada beberapa data yang dapat 
memperlihatkan kualitas pendidikan di kabupaten Pinrang seperti data 
indeks pendidikan dan angka partisipasi sekolah yang berada di 
kabupaten Pinrang. 
Dapat kita lihat beberapa contoh data angka partisipasi sekolah dari 
tahun 2004-2008. Dimana angka partisipasi sekolah adalah persentase 
penduduk umur tersebut. Pada tahun 2004 angka partisipasi penduduk 
usia sekolah dasar/sederajat (7-12tahun) adalah sebesar 93,08 persen, 
SLTP/sederajat (13-15tahun) sebesar 63,06 persen, SLTA/sederajat (16-
18tahun) sebesar 31,38 persen. Jumlah ini kemudian meningkat pada 
tahun 2008 di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah dasar 
menjadi 93,95, SLTP mengalami penurunan sebesar 57,24 persen dan 
SLTA mengalami peningkatan sebesar 37,77 persen. 
Meningkatnya angka partisipasi sekolah ini di harapkan sanggup 
untuk mengubah pandangan masyarakat yang masih traditional untuk 
berpikir lebih maju sesuai dengan tuntutan wawasan cita-cita 
pembangunan. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk kabupaten 
pinrang dapat dilihat juga dengan indeks pendidilkan kabupaten pinrang 
tersebut dimana pada tahun 2004 sebesar 74,04 persen meningkat dari 
tahun ke tahun sampai dengan tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 
77,92 persen. Hal ini salah satu satu faktornya adalah perancangan 
pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun sehingga mutu pendidikan di 
setiap daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun dan tentu sangat 
berpengaruh untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. 
Berdasarkan data yang di publikasikan oleh BPS diketahui bahwa 
persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang melek huruf selama 
kurun waktu 2004-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Jika pada tahun 2004 angka melek huruf penduduk usia 10 tahun 
keatas sekitar 88,4 persen maka pada tahun 2005 naik menjadi 89,1 
persen dan terus berlanjut mengalami peningkatan angka melek huruf 
tahun 2011 lebih meningkat sebesar 91,48 persen, dapat kita lihat 
peningkatan Angka Melek Huruf pada tabel 4.4 di bawah ini: 
 Tabel 4.4 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pinrang Periode 2004-2011  
Tahun Angka Melek Huruf (%) 
2004 88,40 
2005 89,1 
2006 89,1 
2007 89,1 
2008 89,1 
2009 89,74 
2010 89,90 
2011 91,48 
                                    Sumber : BPS Makassar 
Faktor yang dapat mempengaruhi Angka Melek Huruf juga yaitu 
meningkatnya sarana dan parsarana pendidikan dapat menyebabkan 
akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih 
baik. Banyaknya jumlah sekolah terutama sekolah dasar di sebabkan 
pada masa orde baru adanya instrukutur presiden terutama SD-SD 
INPRES.  
Adanya juga peningkatan yang cukup signifkan pada sumber 
daya/tenaga pendidikan (guru) disebabkan karenan adanya formasi 
penerimaan tenaga fungsioanl guru. Di samping itu pemerintah juga 
menaikkan tunjangan untuk kesejateraan guru sehingga banyak yang 
tertarik dengan profesi sebagai guru. 
4.3  Analisis Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 
Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli 
barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut. Pengeluaran pemerintah memeiliki beberapa fungsi yaitu fungsi 
alokasi dan fungsi  redistribusi yang salah satu fungsinya merupakan 
funsi alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap 
tersediannya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public yang 
tidak dapat di penuhi oleh swasta.  
Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang akan di gunakan 
oleh masyarakat berhubungan langsung dengan beberapa besar jumlah 
pemerintah yang di alokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang 
di perlukan. Jadi semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah untuk 
bidang pendidikan dan kesehatan maka semakin besar pula dana untuk 
pembangunan fasilitas yang mendukung.  
Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan 
permintaan masyrakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 
tidak dapat di penuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang di 
nyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada 
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan 
kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang 
terbelakang. Berdasarkan dengan teori peacock dan wiserman yang di 
dasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha 
untuk memperbesar pengeluarannya, sedangkan masyarakat tidak suka 
membayar pajak pemerintah yang semakin besar untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah tersebut. Pengeluaran pemerintah akan 
meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu 
Negara. 
4.3.1  Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan  
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat di tentukan oleh 
tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan 
penduduk berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin baik, 
yang pada akhirnya akan meningkat pula produktivitas dalam semua 
sector pembangunan. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk 
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan 
berbagai paket seperti program wajib belajar,pendidikan luar sekolah, 
sekolah terbuka dan lain-lain. Program pemerintah ini di harapkan dapat 
meningkatkan jenjang pendidikan penduduk. 
Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA 
membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang 
lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang 
lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf 
hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak 
mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi 
pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu 
saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara 
masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk 
meningkatkan taraf hidupnya.  
Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya 
meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan 
dan derajat kesehatan. Dengan demikian sekurangnya ada dua sector 
yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya 
memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu 
pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi 
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.  
Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor 
publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. 
Dari data yang di dapatkan jumlah pengeluaran pemerintah tiap tahunnya 
terus meningkat. Hal ini di buktikan pada tahun 2004 pengeluaran 
pemerintah di bidang pendidikan sebesar 77.426.922.359 kemudian 
meningkat pada tahun berikutnya yaitu 2005 sebesar 85.309.255.228 dan 
kemudian semakin meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 
249,691,143,687.  
Meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ini di 
harapkan sanggup untuk mengubah pandangan masyarakat untuk berfikir 
lebih maju sesuai dengan tuntunan wawasan cita-cita pembangunan dan 
di harapkan pula dengan peningkatan ini mampu meningkatkan taraf 
pendidikan masyarakat. 
 
 
Tabel 4.5  Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan Kabupaten 
Pinrang 2004-2011 (Dalam Rupiah) 
Tahun Urusan 
Pendidikan 
Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja Pegawai Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 
2004 77.426.922.359 56.636.979.733 1.421.366.000 5.476.852.943 7.302.910.600 
2005 85.309.255.228 67.984.047.165 5.267.231.000 7.037.926.400 10.160.977.600 
2006 106.745.458.343 77.204.437.871 5.401.498.834 18.149.750.936 35.054.487.227 
2007 135.916.123.888 94.889.195.624 5.673.095.340 6.150.183.260 29.203.649.664 
2008 170.232.232.963 121.300.002.010 5.344.283.400 5.951.076.862 32.610.575.862 
2009 201.427.461.318 143.966.153.688 229.3340.500 13.512.210.647 33.256.756.235 
2010 254.502.944.103 189.409.234.764 707.661.500 23.523.293.510 19.578.037.209 
2011 249.691.143.687 127.074.781.049 6.641.660.200 34.476.421.600 67.953.547.800 
Sumber: BPS Makassar dan APBD kab. Pinrang 
4.3.2  Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan 
Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan 
merata. Dengan adanya upaya tersebut di harapkan agar tercapai derajat 
kesehatan yang baik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan 
memberikan penyuluhan agar masyarakat membiasakan diri untuk hidup 
sehat dan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai kedaerah 
terpencil. 
Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan 
memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 
lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal 
yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan 
pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat.  
Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan 
perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan 
kerja.Telah banyak penelitian yang dilakukan yang terkait dengan 
pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian dana 
pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan 
Di ketahui kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan 
masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus 
menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 
publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat 
(right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, 
merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. 
Tabel 4.6 Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan Kabupaten 
Pinrang 2004-2011 (Dalam Rupiah) 
 Sumber: BPS Makassar dan APBD kab. Pinrang 
Tahun Urusan 
Kesehatan 
Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja 
Pegawai 
Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja Modal 
2004 15.182.508.330 5.755.929.443 1.505.339.750 2.603.703.734 5.345.977.895 
2005 18.708.377.450 7.310.707.229 1.464.272.900 2.873.723.110 7.723.058.393 
2006 24.751.223.362 1.131.9751.724 1.106.933.500 5.124.684.900 8.901.723.100 
2007 40.442.474.277 15.862.618.438 3.473.874.473 10.197.921.423 1.090.805.9943 
2008 56.294.335.265 20.209.748.345 4.271.754.798 13.749.987.130 11.401.246.945 
2009 64.481.478.518 25.179.839.511 9.138.759.202 15.821.088.445 13.726.961.341 
2010 52.150.338.800 27.581.732.789 4.986.268.147 142.26.829.778 4.379.138.950 
2011 56.386.695.459 32.892.289.552 4.500.403.179 23.115.577.445 7.962.228.800 
Pada tabel 4.6 yang disajikan diatas dapat kita lihat pengeluaran 
pemerintah di bidang kesehatan terus meningkat. Pada tahun 2004 
pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 15.182.508.330 
dan meningkat pada tahun 2005 sebesar  15.182.508.330 kemudian terus 
meningkat sebesar 56,386,695,459 pada tahun 2011.  
Dengan meningkatnya dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah 
di bidang kesehatan merupakan salah satu indikasi telah terjadi pula 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan 
pembangunan di bidang kesehatan dan anjuran hidup sehat telah 
direspon positif oleh masyarakat dan adanya perbaikan fasilitas 
kesehatan yang di tunjang oleh pemerintah. 
4.3.3  Pengeluaran Pemerintah di Bidang sosial 
Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum 
adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti 
pembangunan jalan, jembatan listrik dan sarana lainnya. Kemudian bagi 
pemerintah dampak negatif dari aspek sosial dari perubahan demografi di 
suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak 
negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, 
budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya. Sehingga dengan 
adanya pengeluaran pemerintah di bidang social bisa meningkatakan 
taraf hidup masyarakat. 
Dari data yang di dapatkan pengeluaran pemerintah pada bidang 
sosial tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan 
pada tahun 2004 pengeluaran pemerintah di bidang sosial sebesar 
930.325.400 dan naik pada tahun 2011 sebesar 3.334.374.829. 
Meningkatnya pengeluaran di bidang sosial mengakibatkan pemenuhan 
permintaan masyarakat dapat tersedia karena adanya pendanaan 
terhadap fasilitis-fasilitas umum yang di perlukan. Maka semakin 
meningkatnya pengeluaran pemerintah semakin besar pula dana untuk 
pembangunan fasilitas yang mendukung. 
Tabel 4.7  Pengeluaran Pemerintah di bid. Sosial 2004-2011 (Dalam 
Rupiah) 
   Sumber: BPS Makassar dan APBD kab. Pinrang 
4.3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan  Perempuan 
  Selain pendewasaan usia perkawinan pertama cara lain yang di 
gunakan untuk menjarangkan kelahiran adalah dengan mensukseskan 
program KB. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan 
kesejateraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia 
dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal 
ini bisa di tempuh antara lain dengan pemakaian alat/cara KB.  
  Di kabupaten pinrang, persentase wanita usia 15-49 tahun yang 
berstatus pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat KB 
Tahun Urusan Sosial Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja Pegawai Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja 
Modal 
2004 930.325.400 408.427.621 334.049.500 134.060.536 270.548.800 
2005 951.263.300 344.720.797 130.579.0500 294.926.605 353.313.550 
2006 1.256.422.060 1.061.136.698 180.819.000 291.842.185 49.578.000 
2007 1.716.297.170 808.387.407 128.182.000 447.573.263 2.321.54.500 
2008 2.528.911.389 1.263.906.341 230.231.000 600.911.214 213.644.500 
2009 3.130.559.000 1.420.786.798 189.179.000 874.027.459 1.490.250.000 
2010 3.145.154.555 1.450.427.231 169.183.500 899.464.469 1.462.452.650 
2011 3.334.374.829 1.605.415.381 75.688.000 1.277.446.000 856.366.000 
yaitu sekitar 35,99 persen pada tahun 2004, meningkat sekitar 39,45 
persen pada tahun 2007. Di harapkan dengan adanya pengeluaran 
pemerintah pada bidang keluarga berencana dan pemberdayaan 
perempuan dapat meningkatkan kesadaran masyarkat pentingnya KB 
untuk meningkatkan taraf hidup masyrakat dengan adanya pembatasan 
dan pengaturan jarak kelahiran. 
  Dapat kita lihat dari data yang di peroleh APBD kab. Pinrang 
pengeluaran pemerintah pada bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan pada tahun 2004 sebesar 2.278.564.000 
mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sebesar 4.113.813.110 
dan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 2.029.790.060 
kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan 
hingga pada tahun 2005 meningkat sebesar 5.982.174.890. Dengan 
meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut membuktikan adanya 
kesadaran pada masyrakat untuk pemakain KB dan untuk lebih 
mensejaterahkan kehidupan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.8  Pengeluaran Pemerintah di bid. Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. Pinrang 2004-2011  (Dalam 
Rupiah) 
 Sumber: BPS Makassar dan APBD kab. Pinrang 
4.3.5  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Mutu Hidup  
  (Pada tabel 4.5) perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan. Hal ini di buktikan dengan adanya data pada tahun 2004-
2011. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada tahun 2004 
sebesar 77.426.922.359 rupiah dan kenaikannya terus menerus 
meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 kenaikannya 
sebesar 249.691.143.687 dimana dengan semakin meningkatnya 
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ini dapat meningkatkan 
kualitas hidup penduduk kabupaten Pinrang.  
  Peningkatan juga terjadi pada pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan dapat kita lihat pada (tabel 4.6) pengeluaran pemerintah 
dibidang pendidikan pada tahun 2004 sebesar 15.182.508.330 dan terus 
mengalami peneningkatan sehingga pada tahun 2011 pengeluaran 
Tahun Urusan KB dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja 
Pegawai 
Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja 
Modal 
2004 2.278.564.000 621.599.692 1.095.111.700 365.049.635 432.328.580 
2005 4.113.813.110 2.155.909.060 817.453.000 775.580.688 1.258.462.000 
2006 2.029.790.060 328.070.765 432.788.313 852.493.981 1.452.869.750 
2007 3.619.098.130 2.387.790.716 409.244.500 739.251.514 82.811.400 
2008 5.213.088.954 2.775.573.162 424.785.000 672.948.401 112.5214.000 
2009 5.650.608.000 3.302.206.348 470.980.000 769.458.236 1.065.909.700 
2010 5.507.110.727 3.717.679.197 250.653.000 641.962.274 84.036.6294 
2011 5.982.174.890 4.123.213.181 100.488.500 804.966.340 831.071.160 
pemerintah di bidang kesehatan sebesar 56.386.695.459. Selain 
meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan 
kesehatan, Pengeluaran pemerintah di  bidang sosial maupun 
pengeluaran pemerintah di bidang keluarga berencana dan 
pemberadayaan perempuan juga mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya data pada tahun 2004-2011 yaitu pengeluaran 
pemerintah di bidang sosial pada tahun 2004 sebesar 930.325.400 dan 
mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 3.334.374.829 dapat 
kita lihat pada (tabel 4.7).  
  Selain itu pengeluaran pemerintah di bidang keluarga berencana 
dan pemberdayaan perempuan juga mengalami hal yang sama di mana 
pengeluaran pada bidang tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun 
dimana pada tahun 2004 sebesar 2.278.56400 dan pada tahun 2011 
sebesar 5.982.174.890 dapat kita lihat pada (tabel 4.8). 
Tabel 4.9  Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks 
Mutu Hidup Di Kabupaten Pinrang 2004-2011 (Dalam Persen) 
Tahun Indeks 
Mutu 
Hidup 
Pengeluaran Pemerintah 
 (Y) Pendidikan 
( X1) 
Kesehatan 
(X2) 
Sosial 
(X3) 
KB dan Pemberadayaan 
Perempuan (X4) 
2004 55,36 25.07 23.44 20.65 21.55 
2005 54,91 25.17 23.65 20.67 22.14 
2006 46,90 25.39 23.93 20.95 21.43 
2007 58,34 25.64 24.42 21.26 22.01 
2008 80,62 25.86 24.75 21.65 22.37 
2009 91,19 26.03 24.89 21.86 22.46 
2010 86,03 26.26 24.68 21.87 22.43 
2011 81,98 26.24 24.76 21.93 22.51 
             Sumber: Data Sekunder diolah 
 Di sisi lain berdasarkan data yang di peroleh dan di olah dengan 
menggunakan indikator angka kematian bayi, angka harapan hidup dan 
angka melek huruf data Indeks Mutu Hidup pada tahun 2004-2011 juga 
mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 55,36 dan pada 
tahun 2011 sebesar 81,98 dapat kita lihat pada (tabel 4.4). Pada tahun 
2009 indeks mutu hidup memiliki angka interval yang paling tinggi yaitu 
sebesar 91,19 hal ini disebabkan karena indikator-indikator yang 
mempengaruhi indeks mutu hidup. Penurunan yang terjadi pada 2010 
sebesar 86,03 dan pada tahun 2011 sebesar 81,98 di sebabkan karena 
keadaan ekonomi yang tidak stabil di Indonesia sehingga masyarakat 
Kabupaten Pinrang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. 
4.4  Hasil Analisis Data 
 4.4.1  Interpretasi model  
Tabel 4.10 Unstandardized Coefficients 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.183 7.042 
 
2.014 .137 
x1 .089 .052 .364 1.705 .018 
x2 .966 .295 1.079 3.281 .046 
x3 .021 .008 .542 2.549 .084 
x4 -.876 3.157 -.069 -2.277 .080 
 
Hasil regresi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kualitas 
mutu hidup Kab. Pinrang 2004-2011, dengan menggunakan Cardinal 
Least Square di peroleh nilai Koefisien regresi untuk setiap variabel yang 
di gunakan dalam penelitian. 
Estimasi persamaan umum untuk semua varabel sebagai berikut: 
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+…………….……….………...….….(4.1) 
Y=14.183 + 0.089X1 + 0.966X2 + 0.021X3 – 0.876X4 …………...(4.2) 
t  = …………(1.705)+…(3.281)+…(2.549)-……(0,277)……….…(4.3) 
R2 = 0,974 = 974 %,  F  = 27.856,  Sig= 0,010     
Berikut disajikan uji hasil estimasi pada variabel diatas: 
1. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) memiliki 
nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0.089 (dalam persen). 
Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap kualitas mutu hidup berpengaruh positif. Hal ini 
menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen 
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, maka kualitas mutu 
hidup akan mengalami penurunan sebesar 0.089 persen, dengan 
asumsi variabel independen yang lain di anggap konstan. 
2. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X2) memiliki 
nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0.966 (dalam persen). 
Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap kualitas mutu hidup berpengaruh positif. Hal ini 
menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen 
pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, maka kualitas mutu 
hidup akan mengalami penurunan sebesar 0.966 persen, dengan 
asumsi variabel independen yang lain di anggap konstan. 
3. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang sosial (X3) memiliki nilai 
koefisien regresi yang negative sebesar 0.021 (dalam persen). Nilai 
koefisien positif menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap kualitas mutu hidup berpengaruh positif. Hal ini 
menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen 
pengeluaran pemerintah di bidang sosial, maka kualitas mutu hidup 
akan mengalami penurunan sebesar 0.021 persen, dengan asumsi 
variabel independen yang lain di anggap konstan. 
4. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Perempuan (X4) memiliki nilai koefisien regresi 
yang negatif sebesar 0.876 (dalam persen). Nilai koefisien negatif 
menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 
kualitas mutu hidup berpengaruh negatif. Hal ini menggambarkan 
bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen pengeluaran 
pemerintah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan, maka kualitas mutu hidup akan mengalami penurunan 
sebesar 0.876 persen, dengan asumsi variabel independen yang 
lain di anggap konstan. 
4.4.2 Uji Statistik 
Dalam menguji statistik digunakan analisis regresi linear berganda 
karena varabel bebasnya lebih dari satu yakni terdiri dari variabel 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah 
bidang kesehatan (X2), pengeluaran pemerintah bidang sosial (X3), dan 
pengeluaran pemerintah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan 
perempuan (X4). 
4.4.3 Uji t (Parsial) 
 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel independen yang terdiri dari atas pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran 
pemerintah bidang sosial, dan pengeluaran pemerintah bidang keluarga 
berencana dan pemberdayaan perempuan terhadap kualitas mutu hidup 
di Kab Pinrang 2004-2011. Pada tabel berikut dapat kita lihat hasil uji-t 
tersebut. 
Berdasarkan hasil olah data dengan mengunakan SPSS, maka di 
peroleh pemaparan sebagai berikut: 
1. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1) mendapatkan 
statistic uji-t = 1.705 dengan signifikan 0,018. Koefisien hasil uji-t dari 
bidang pendidikan menujukkan tingkat signifikan 0.018 yaitu lebih kecil di 
bandingkan dengan 0,10 (<10%). Untuk t hitung yang dihasilkan adalah 
sebesar positif sebesar 1.705 sedangkan t-tabelnya adalah df: α, (n-k),= 
0,10, (8-5) = 1,638, karena nilai t hitung lebih besar dari t-tabel (2.547 > 
1,638), H1 diterima (HO ditolak), dan dengan tingkat signifikan 0,018 
yang berada di bawah 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran 
pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 
mempengaruhi kualitas mutu hidup. 
2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) mendapatkan 
statistic uji-t = 3.281 dengan signifikan 0,046. Koefisien hasil uji-t dari 
bidang kesehatan menujukkan tingkat signifikan 0.046 yaitu lebih kecil di 
bandingkan dengan 0,10 (<10%). Untuk t hitung yang dihasilkan adalah 
positif sebesar 3.281. sedangkan t-tabelnya adalah df: α, (n-k),= 0,10, (8-
5) = 1,638, karena nilai t hitung lebih besar dari t-tabel (3.281 > 1,638), 
H1 diterima (HO ditolak), dengan tingkat signifikan 0,046 berarti di bawah 
0,10 maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang 
kesehatan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas 
mutu hidup. 
3. Variabel pengeluaran pemerintah bidang sosial (X3) mendapatkan 
statistic uji-t = 2.549 dengan signifikan 0,084. Koefisien hasil uji-t dari 
bidang sosial menujukkan tingkat signifikan 0.084 yaitu lebih kecil di 
bandingkan dengan 0,10 (<10%). Untuk t hitung yang dihasilkan adalah 
sebesar positif sebesar 2.549 sedangkan t-tabelnya adalah df: α, (n-k),= 
0,10, (8-5) = 1,638, karena nilai t hitung lebih besar dari t-tabel (2.549 > 
1.638), H1 diterima (HO ditolak), dengan tingkat signifikan 0,084 berarti di 
bawah 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah 
bidang sosial berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas 
mutu hidup. 
4. Variabel pengeluaran pemerintah bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan (X4) mendapatkan statistic uji-t = -2.277 
dengan signifikan 0,080. Koefisien hasil uji-t dari bidang keluarga 
berencana dan pemberdayaan perempuan menujukkan tingkat signifikan 
0.080 yaitu lebih kecil di bandingkan dengan 0,10 (<10%). Untuk t hitung 
yang dihasilkan adalah sebesar negatif sebesar 2.277 sedangkan t-
tabelnya adalah df: α, (n-k),= 0,10, (8-5) = 1,638, karena nilai t hitung 
lebih besar dari t-tabel (2.277 > 1.638), H1 diterima (HO ditolak), dengan 
tingkat signifikan 0,080 berarti di bawah 0,10 maka dapat disimpulkan 
bahwa pengeluaran pemerintah bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuan berpengaruh negatif dan signifikan 
mempengaruhi kualitas mutu hidup. 
 
4.4.4  Uji Koefisien Korelasi (R) 
 Koefisien korelasi merupakan teknik statistic yang digunakan 
untuk menguji ada/tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua 
variabel atau lebih. Nilai R terletak antara -1 sampai dengan 1(-1 ≤ R ≤ 1). 
Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 
hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis data 
diperoleh hasil sebagai berikut:  
Tabel 4.11  Nilai Koefisien Regresi 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
.987
a
 .974 .939 4.26500 
a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2 
b. Dependent Variable: y  
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R (R) adalah 0,987. Hal 
ini menujukkan bahwa korelasi antara variabel Pengeluaran Pemerintah 
bidang Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), Sosial (X3), Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan perempuan (X4) terhadap Kualitas Mutu 
Hidup sebesar 0,987. Di samping itu, dengan nilai 0,987 yang mendekat 
kearah positif 1 berarti hubungan variabel-variabel bisa dikatakan kuat. 
4.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan 
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak 
antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤1). Tujuan menghitung koefisien 
determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat. 
Dari tabel nilai koefisien regresi di atas, dapat diketahui bahwa nilai 
R Square (R2) adalah 0,974. Hal ini menujukkan bahwa sebesar 97,4% 
Kualitas Mutu Hidup dipengaruhi oleh variasi dari keempat variabel 
independen yang digunakan, yaitu Pengeluaran Pemerintah bidang 
Pendidikan (X1), Kesehatan (x2), Sosial (X3), Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan (X4). Sedangkan sisanya sebesar 2,6% di 
pengaruhi oleh faktor-faktor diluar model penelitian. Dengan demikian, 
hubungan variabel-variabel bisa dikatakan kuat. 
4.4.6 Uji F (Simultan) 
 Uji F dikatakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara 
bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Dalam uji ini kita melihat 
pengaruh variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (X1), 
Kesehatan (X2), Sosial (X3), dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan (X4). Secara bersama-sama terhadap 
variabel dan pihak ketiga (Y) yang digambarkan pada tabel berikut ini: 
Hipotesis Berbunyi: 
HO : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, tidak ada pengaruh perubahan Pengeluaran 
Pemerintah bidang Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), Sosial (X3), dan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (X4). 
H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, minimal ada satu pengaruh pada perubahan 
proporsi Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan (X1), Kesehatan 
(X2), Sosial (X3), dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan (X4). 
Tabel  4.12: Uji- F 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2026.822 4 506.706 27.856 .010a 
Residual 54.571 3 18.190 
  
Total 2081.393 7 
   
a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2 
   
b. Dependent Variable: y     
 
Pada tabel 4.11 menujukkan angka hasil uji F menghasilkan F 
hitung sebesar 27.856. Sementara itu nilai pada distribusi nilai F pada 
taraf signifikan 10% adalah df α, (k-1), (n-k) = 0,10, (5-1), (8-5) = 1,638. 
Oleh karena Fhitung maka H1 diterima dan H0 Ditolak, dengan tingkat 
bunga signifikan 0,010 artinya antara  pengeluaran pemerintah dibidang 
pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Kualitas Mutu Hidup. Dengan kata lain, variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi Kualitas Mutu Hidup secara Signifikan. 
4.5  Uji Asumsi Klasik 
4.5.1  Uji Heterokedastisitas 
 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak 
heterokedastisitas. Pengujian untuk melihat ada atau tidaknya 
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat secara plot antara lain 
predikisi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika titik-titik 
pada scatter plot tersebut membentuk pola yang tertentu yang teratur 
(missal bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat 
diindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 
Gambar 4.1: Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan scatter plot di atas Uji Heterokedastisitas terlihat 
bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di 
bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas. 
4.5.2 Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pada periode t-1. Adapun uji yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah durbin 
Watson (D-W stat). 
Menguji autokorelasi dalam satuan model bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel penganggu (et) pada 
periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (et-1). 
Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. 
Dengan ketentuan sebagai berikut menurut santoso (2001), jika angka 
dalam durbin Watson berkisar antara -2 sampai dengan +2 maka 
koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi sedangkan jika angka 
DW dibawah -2 sampai dengan +2 berarti dapat dikatakan bahwa 
koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi. 
Tabel 4.13: Durbin Watson 
Change Statistics 
Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
.974 27.856 4 3 .010 2.001 
 
 Sesuai dengan data pada tabel di atas menujukkan nilai Durbin 
Watson sebesar 2.001 yang berada pada -2 sampai dengan +2 maka 
dapat dikatakan bahwa koefisien regresi bebas dari gangguan 
autokorelasi. 
4.5.3 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel dependen, variabel independen ataupun keduannya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 
distribusi data yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 
normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis 
grafik dan analisi statistic. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara analisi grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 
melihat histogram dari residualnya: 
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis 
diagonal atau grafik histogramnya menujukkan pola distribusi normal 
(menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Jika ada menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normlitas. 
Gambar 4.2:  Uji Normalitas 
 
 Berdasarkan hasil statistic uji normalitas pada gambar di atas 
menujukkan bahwa data terdistribusi secara normal karena bentuk kurva 
memiliki kemiringan yang cenderung imbang dan kurva berbentuk 
menyerupai lonceng (mendekati pola distribusi normal). 
Kemudian berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar di bawah 
dapat di simpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas 
karena data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran data 
searah mengikuti garis diagonal tersebut. 
Gambar 4.3: Uji Normalitas 
 
 
 
4.5.4 Uji Multikolinearitas 
Masalah – masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan 
persamaan regresi berganda adalah multikolinearitas, yaitu suatu 
keadaan yang variabel bebasnya berkorelasi dengan variabel bebas 
lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelais di 
antara variabel independen. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari 
tolerance value atau nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai 
tolerance dibawah 1 dan nilai variance inflation (VIF) tidak lebih dari 10 
maka model terbebas dari multikolinearitas. 
Tabel 4.14: Uji Multikolinearitas 
95% Confidence Interval for B Collinearity Statistics 
Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 
-8.227 36.592 
  
-.077 .256 .192 5.200 
.029 1.904 .081 1.369 
-.005 .048 .194 5.165 
-10.923 9.171 .142 7.054 
 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat kita 
lihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari variabel Pengeluaran Pemerintah 
bidang Pendidikan (X1) sebesar 0,192 dan 5.200, Kesehatan (x2) 
sebesar 0,081 dan 1.369, Sosial (X3) sebesar 0,194 dan 5.165, Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (X4) sebesar 0,142 dan 
7.054.  
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak 
terdapat masalah multikolinearitas antara beberapa variabel bebas 
karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF berda di bawah 
angka 10. 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap indeks mutu hidup di Kabupaten Pinrang periode 
2004-2011. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahsan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berhubungan 
positif dan berpengaruh signifikan terhadap IMH. Hal ini berarti 
dengan meningkatnya sarana dan prasana pendidikan dapat 
menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
pendidikan yang lebih baik. Sehingga, semakin besar nilai IMH 
maka Kualitas Hidup Penduduk semakin membaik .Sedangkan 
apabila terjadi penurunan pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan juga akan menyebabkan turunnya kualitas mutu 
hidup masyrakat. Pendidikan merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap IMH. 
2. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berhubungan 
positif dan berpengaruh signifikan terhadap IMH. Hal ini berarti 
besar kecilnya pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan memiliki pengaruh terhadap IMH. Berarti bahwa dana 
untuk pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pinrang teralokasi 
dengan baik sedangkan Kesehatan yang berpengaruh signifikan 
terhadap IMH itu dikarenakan masyarakat sudah memiliki 
kesadaran akan pentingnya kesehatan dan hidup sehat untuk 
menunjang perbaikan mutu kesehatan masyarkat. 
3. Pengeluaran pemerintah di bidang sosial berhubungan positif 
dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Mutu Hidup. Hal ini 
berarti semakin besar pengeluaran pemerintah di bidang sosial 
maka semakin besar pula pengaruh peningkatan terhadap IMH 
di Kabupaten Pinrang.  
4. Pengeluaran pemerintah di bidang Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan berhubungan negatif dan 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Mutu Hidup. Hal ini 
berarti semakin besar pengaruh pengeluaran pemerintah di 
bidang KB dan pemberdayaan perempuan maka semakin besar 
pengaruh peningkatan terhadap Indeks Mutu Hidup, sedangkan 
apabila terjadi penurunan akan menyebabkan pula turunnya 
pengaruh IMH di karenakan kurangnya kesadaran masyarkat 
dengan pernikahan di usia dini. 
5. Hasil uji F-Statistik berdasarkan hasil estimasi diketahui secara 
simultan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, 
Kesehatan, Sosial, dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Mutu 
Hidup. Berpengaruh signifikan terhadap IMH. Dengan kata lain, 
variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 
Indeks Mutu Hidup secara Signifikan. 
6. Koefisien determinasi (R2) adalah 0,974. Hal ini menujukkan 
bahwa sebesar 97,4% Indeks Mutu Hidup dipengaruhi oleh 
variasi dari keempat variabel independen yang digunakan, yaitu 
Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan (X1), Kesehatan 
(x2), Sosial (X3), Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan (X4). Sedangkan sisanya sebesar 2,6% di 
pengaruhi oleh faktor-faktor diluar model penelitian. Dengan 
demikian, hubungan variabel-variabel bisa dikatakan kuat. 
5.2  Saran 
Mengamati perkembangan indeks mutu hidup penduduk dan 
beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana telah diuraikan di 
atas maka akan menimbulkan berbagai kebijakan untuk 
mengantisipasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa saran yang 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Dalam usaha untuk meningkatkan indeks mutu hidup penduduk, 
maka beberapa hal yang perlu di upayakan peningkatannya: 
a. Mengupayakan peningkatan derajat umum kesehatan 
masyarakat, dengan cara memperbanyak dan meningkatkan 
kualitas pelayanan sarana dan pra sarana fasilitas kesehatan, 
agar akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
menjadi lebih mudah dan nyaman. Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas sumber daya (tenaga)kesehatan, serta lebih banyak 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya 
hidup sehat, sehingga angka kematian bayi dapat diminimalisir 
dan angka harapan hidup akan meningkat. 
b. Dalam usaha untuk meningkatkan taraf keterampilan dan keahlian 
(angka melek huruf), disamping melalui pendidikan formal maka 
perlu pula diperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
berhubungan dengan pendidikan non-formal. 
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi penggunaan dana 
pengeluaran pemerintah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan 
digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.  
Hal ini membuktikan dengan hasil yang negatif antara pengeluaran 
pemerintah di bidang kesehatan dengan IMH di Kabupaten Pinrang 
yang berarti bahwa dana untuk pembiayaan kesehatan kab.Pinrang 
tidak teralokasi dengan baik. Adanya penerapan format baru belanja 
Negara, khususnya disisi pengeluaran maka tidak ada lagi pemisahan 
antara belanja rutin dengan belanja pembangunan. Selama ini 
pengelompokkan belanja tersebut untuk memberikan penekanan 
pada arti pentingnya anggaran pembangunan, dalam pelaksanaannya 
telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan 
penyimpangan anggaran. Sehgingga pemerintah harus betul-betul 
melakukan system penyusunan anggaran tahunanyang dilaksanakan 
sesuai dengan kerangka jangka menengah dan berbasis kinerja. 
3. Untuk meningkatkan Indeks Mutu Hidup, hendaknya pemanfaatan 
unit-unit ekonomi harus terus di pacu sehingga kemampuan 
masyarakat untuk menikmati dan memiliki pelayanan fasilitas 
diberbagai kehidupan akan terus meningkat dan tingkat kesejahteraan 
juga akan mengalami peningkatan. 
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Lampiran 
 
Tabel 1: Nilai Regression 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT y 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) 
  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 
Mean Std. Deviation N 
Y 69.3712 17.24360 8 
x1 1.5962E2 70.29720 8 
x2 40.6250 19.24977 8 
x3 2.3675E2 434.40098 8 
x4 3.8750 1.35620 8 
Correlations 
 
  
Y x1 x2 x3 x4 
Pearson 
Correlation 
y 1.000 .879 .922 -.514 .898 
x1 .879 1.000 .875 -.689 .798 
x2 .922 .875 1.000 -.772 .824 
x3 -.514 -.689 -.772 1.000 -.392 
x4 .898 .798 .824 -.392 1.000 
Sig. (1-tailed) y . .002 .001 .096 .001 
x1 .002 . .002 .029 .009 
x2 .001 .002 . .012 .006 
x3 .096 .029 .012 . .169 
x4 .001 .009 .006 .169 . 
  
 
 
 
 
 
 
 
Model Summary
b
 
R 
R 
Squar
e 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Chang
e df1 df2 
Sig. F 
Change 
.987
a
 .974 .939 4.26500 .974 27.856 4 3 .010 2.001 
a. Predictors: (Constant), x4, 
x3, x1, x2 
       
b. Dependent 
Variable: y 
        
 
 
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2026.822 4 506.706 27.856 .010a 
Residual 54.571 3 18.190 
  
Total 2081.393 7 
   
a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2 
   
b. Dependent Variable: y     
 
 
 
N Y 8 8 8 8 8 
x1 8 8 8 8 8 
x2 8 8 8 8 8 
x3 8 8 8 8 8 
x4 8 8 8 8 8 
  
 
Coefficient Correlations
a
 
Model x4 x3 x1 x2 
1 Correlations x4 1.000 -.721 -.423 -.742 
x3 -.721 1.000 .332 .759 
x1 -.423 .332 1.000 -.138 
x2 -.742 .759 -.138 1.000 
Covariances x4 9.967 -.019 -.070 -.690 
x3 -.019 7.112E-5 .000 .002 
x1 -.070 .000 .003 -.002 
x2 -.690 .002 -.002 .087 
a. Dependent Variable: y 
    
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
95% Confidence 
Interval for B 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Toleranc
e VIF 
1 (Constan
t) 
14.183 7.042 
 
2.014 .137 -8.227 36.592 
  
x1 .089 .052 .364 1.705 .018 -.077 .256 .192 5.200 
x2 .966 .295 1.079 3.281 .046 .029 1.904 .081 1.369 
x3 .021 .008 .542 2.549 .084 -.005 .048 .194 5.165 
x4 -.876 3.157 -.069 -2.277 .080 -10.923 9.171 .142 7.054 
a. Dependent Variable: y 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model 
Dimen
sion Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) x1 x2 x3 x4 
1 1 4.000 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .930 2.074 .00 .00 .00 .14 .00 
3 .042 9.743 .78 .02 .01 .14 .06 
4 .020 13.982 .01 .92 .15 .01 .06 
5 .007 23.566 .22 .06 .85 .72 .87 
a. Dependent Variable: y 
     
Residuals Statistics
a
 
 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 45.0974 89.6385 69.3712 17.01605 8 
Std. Predicted Value -1.427 1.191 .000 1.000 8 
Standard Error of Predicted 
Value 
2.461 4.045 3.329 .572 8 
Adjusted Predicted Value 39.5110 89.3298 68.2778 18.72236 8 
Residual -4.20823 3.26122 .00000 2.79210 8 
Std. Residual -.987 .765 .000 .655 8 
Stud. Residual -1.304 1.208 .087 1.015 8 
Deleted Residual -1.18473E1 11.55548 1.09348 8.42465 8 
Stud. Deleted Residual -1.618 1.375 .032 1.097 8 
Mahal. Distance 1.455 5.422 3.500 1.464 8 
Cook's Distance .052 1.388 .514 .538 8 
Centered Leverage Value .208 .775 .500 .209 8 
a. Dependent Variable: y 
    
 Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Tabel 
Tabel  2:  Indeks Mutu Hidup Kabupaten Pinrang 2004-2011  
TAHUN  
ANGKA 
KEMATIAN BAYI 
ANGKA 
HARAPAN 
 HIDUP (%) 
ANGKA MELEK  
HURUF (%) 
INDEKS 
MUTU HIDUP 
(%) 
2004 34 Orang 69,1 88,4   55,36  
2005 36 Orang 70,6 89,1  54,91 
2006 39 Orang 70,7 89,1  46,90 
2007 37 Orang 71,2 89,1  58,34 
2008 30 Orang 71,3 89,1  80,62 
2009 28 Orang 71,7 89,7  91,19 
2010 31 Orang 72,06 89,9  86,03 
2011 32 Orang 72,2 91,4  81,98 
 Sumber : Data Sekunder diolah 
 
 
           Tabel 3:  Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan Kabupaten      
Pinrang 2004-2011 
Tahun Urusan 
Pendidikan 
Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja Pegawai Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja Modal 
2004 77.426.922.359 56.636.979.733 1.421.366.000 5.476.852.943 7.302.910.600 
2005 85.309.255.228 67.984.047.165 5.267.231.000 7.037.926.400 10.160.977.600 
2006 106.745.458.343 77.204.437.871 5.401.498.834 18.149.750.936 35.054.487.227 
2007 135.916.123.888 94.889.195.624 5.673.095.340 6.150.183.260 29.203.649.664 
2008 170.232.232.963 121.300.002.010 5.344.283.400 5.951.076.862 32.610.575.862 
2009 201.427.461.318 143.966.153.688 229.3340.500 13.512.210.647 33.256.756.235 
2010 254.502.944.103 189.409.234.764 707.661.500 23.523.293.510 19.578.037.209 
2011 249.691.143.687 127.074.781.049 6.641.660.200 34.476.421.600 67.953.547.800 
              Sumber: BPS Makassar dan APBD Pinrang 
 
 
 
 
 
Tabel 4: Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan Kabupaten Pinrang  
             2004-2011 
Sumber: BPS Makassar dan APBD Pinrang 
 
Tabel 5:  Pengeluaran Pemerintah di bidang Sosial Kabupaten Pinrang  
             2004-2011 
Sumber: BPS Makassar dan APBD Pinrang 
 
 
 
Tahun Urusan 
Kesehatan 
Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja 
Pegawai 
Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja Modal 
2004 15.182.508.330 5.755.929.443 1.505.339.750 2.603.703.734 5.345.977.895 
2005 18.708.377.450 7.310.707.229 1.464.272.900 2.873.723.110 7.723.058.393 
2006 24.751.223.362 1.131.9751.724 1.106.933.500 5.124.684.900 8.901.723.100 
2007 40.442.474.277 15.862.618.438 3.473.874.473 10.197.921.423 1.090.805.9943 
2008 56.294.335.265 20.209.748.345 4.271.754.798 13.749.987.130 11.401.246.945 
2009 64.481.478.518 25.179.839.511 9.138.759.202 15.821.088.445 13.726.961.341 
2010 52.150.338.800 27.581.732.789 4.986.268.147 142.26.829.778 4.379.138.950 
2011 56.386.695.459 32.892.289.552 4.500.403.179 23.115.577.445 7.962.228.800 
Tahun Urusan Sosial Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja 
Pegawai 
Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja 
Modal 
2004 930.325.400 408.427.621 334.049.500 134.060.536 270.548.800 
2005 951.263.300 344.720.797 130.579.0500 294.926.605 353.313.550 
2006 1.256.422.060 1.061.136.698 180.819.000 291.842.185 49.578.000 
2007 1.716.297.170 808.387.407 128.182.000 447.573.263 2.321.54.500 
2008 2.528.911.389 1.263.906.341 230.231.000 600.911.214 213.644.500 
2009 3.130.559.000 1.420.786.798 189.179.000 874.027.459 1.490.250.000 
2010 3.145.154.555 1.450.427.231 169.183.500 899.464.469 1.462.452.650 
2011 3.334.374.829 1.605.415.381 75.688.000 1.277.446.000 856.366.000 
Tabel 6: Pengeluaran Pemerintah di bidang Keluarga Berencana dan         
Pemberadayaan Perempuan Kabupaten Pinrang Periode 2004-2011 
Sumber: BPS Makassar dan APBD Pinrang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun Urusan KB dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
Belanja Tidak 
Langsung 
Belanja Langsung 
Belanja 
Pegawai 
Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja 
Modal 
2004 2.278.564.000 621.599.692 1.095.111.700 365.049.635 432.328.580 
2005 4.113.813.110 2.155.909.060 817.453.000 775.580.688 1.258.462.000 
2006 2.029.790.060 328.070.765 432.788.313 852.493.981 1.452.869.750 
2007 3.619.098.130 2.387.790.716 409.244.500 739.251.514 82.811.400 
2008 5.213.088.954 2.775.573.162 424.785.000 672.948.401 112.5214.000 
2009 5.650.608.000 3.302.206.348 470.980.000 769.458.236 1.065.909.700 
2010 5.507.110.727 3.717.679.197 250.653.000 641.962.274 84.036.6294 
2011 5.982.174.890 4.123.213.181 100.488.500 804.966.340 831.071.160 
